WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI
FADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa wuntuk meningkatkan akses dan mutu
pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan
nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat melalui
pengalokasian dana bantuan operasional sekolah;

b. bahwa agar pengalokasian dana bantuan operasional
sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai
dengan tujuan dan sasaran perlu petunjuk teknis;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
327 ayvat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional
Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri vang
diselenggarakan oleh Kota Pekalongan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah [stimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undnag-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 1l Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat !l Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);

. Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

. Peraturan Pemenntah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

. Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010



Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  [Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Memperhatikan : Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

(IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan vang
Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
SERTA PERTANGGUNG JAWABAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR
NEGERI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PEKALONGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1.
2,

o

&

Daerah adalah Kota Pekalongan.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan
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Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPKD yang memuat Rencana Pendapatan
Dana BOS, vang dianggarkan pada akun pendapatan, Kelompok Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Pendapatan Hibah, Obyek Pendapatan
Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS, masing-
masing SD/SMP Negen sesuai kode rekening berkenaan.

Pasal 5

Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau
pendapatan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala
SD/ SMP/ Negeri menyvusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah [RKAS)
Dana BOS yang menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas pendidikan Kota Pekalongan yang
memuat rencana belanja Dana BOS sesuai kode rekening belanja Dana BOS
pada APBD.
Pasal 6

Penyusunan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib
mempedomani Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh
Kementerian yvang menjalankan urusan pendidikan.

Pasal 7

Kepala SD/SMP Negen menyvampaikan RKAS Dana BOS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.

Pasal 8

Berdasarkan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala
Dinas Pendidikan menyusun RKA-SKPD, yang memuat rencana belanja Dana
BOS yang merupakan rckapitulasi RKAS yang disampaikan oleh Kepala
SD/SMP Negeri.

Pasal 9

Rencana Belanja Dana BOS pada RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dianggarkan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan
Tahun, Kegiatan Penyaluran BOS SD/SMP, Akun Belanja, Kelompok Belanja
Langsung vang diuraikan kedalam Jenis Belanja :
a. Jenis belanja pegawai, obyek belanja pegawai Dana BOS, dan rincian obyek
belanja pegawai Dana BOS;
b. Jenis belanja barang dan jasa, obyvek belanja barang dan jasa Dana BOS,
dan rincian obyek belanja barang dan jasa Dana BOS;
c. Jenis belanja modal, vang dirinci ke dalam :
. Obyek belanja modal peralatan dan mesin, nncian obyek belanja modal
peralatan dan mesin Dana BOS;
. Obyek belanja modal asset tetap lainnya, rincian obyek belanja modal
asset tetap lainnya Dana BOS; dan/atau



1 Obyek belanja modal gedung dan bangunan, rincian obyek gedung dan
bangunan Dana BOS,

Pasal 10

RKA-SKPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal
8 dipergunakan sebagai dasar Pencantuman anggaran pendapatan dan
belanja Dana BOS dalam APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang
dianggarkan berdasarkan alokasi penyvaluran tahun anggaran sebelumnya
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak sesuai dengan alokasi Dana
BOS dalam Keputusan Gubemur tentang Dafltar Penerima dan Jumlah Dana
BOS pada sctiap SD/SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dimaksud
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk
sclanjutnyva ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD sebagaimana dimaksud Pasal 11 tidak sesuai dengan realisasi
penyvaluran final Dana BOS Trnwulan IV sesuai Data Pokok Pendidikan
(Dapodik) tahun benalan, Pemenntah Daerah melakukan penyesuaian
alokasi Dana BOS dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan memberitahukan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnyva disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA).

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat sisa Dana BOS tahun anggaran sebelumnya pada
rekening bendahara Dana BOS SD/SMP Negeri dan masuk menjadi
bagian sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada
Penerimaan Pembiayaan APBD tahun anggaran berkenaan, sisa Dana
BOS dimaksud menjadi penambah alokasi anggaran belanja Dana BOS
pada SD/SMP Negeni dan digunakan sesuai Petunjuk Teknis penggunaan
Dana BOS tahun anggaran berkenaan.

{2) Pemenntah Daerah menganggarkan kembali sisa Dana BOS tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana ayvat (1) dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD
sctelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)




atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, dan
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung
dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran
berkenaan.

Pasal 14

Dalam hal penganggaran belanja Dana BOS dalam Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2018 belum sesuai dengan Pasal 9, Pemerintah
Daerah melakukan penyesuaian dengan cara melakukan perubahan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran
2018 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

BAB Il
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA BOS

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOS yvang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Kepala Dinas Pendidikan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
(DPA-SKPD) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Untuk menvelenggarakan fungsi perbendanharaan Dana BOS, atas usul
Kepala Dinas Pendidikan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),
Walikota menetapkan Bendahara Dana BOS darn Pegawai Negeni Sipil (PNS)
pada masing-masing SD/SMP Negen yang ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

Pasal 17

Dalam hal pada SD/SMP Negeri tidak terdapat PNS yang dapat ditetapkan
sebagai Bendahara Dana BOS, maka Walikota menugaskan Kepala SD/SMP
Negen vang bersangkutan merangkap sebagai Bendaharn Dana BOS.

Pasal 18

Bendahara Dana BOS pada masing-masing SD/SMP Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, membuka rekening Dana BOS atas nama SD/SMP
Negeri yang diusulkan oleh Kepala SD/SMP Negeri melalui Kepala Dinas
Pendidikan Kota Pekalongan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada
Bank yvang ditetapkan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.



Pasal 19

Rekening Dana BOS masing-masing SD/SMP Negen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18, disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur
melalui Kepala Dinas  pendidikan, sebelum  dilaksanakannya
penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Dana BOS vang menjadi
syarat penyvaluran Dana BOS dar Provinsi.

Pasal 20

Dalam hal terdapat bunga/jnsa giro dalam pengelolaan Dana BOS,
bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD Kota Pekalongan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal sampai dengan berakhimya tahun anggaran, terdapat sisa dana
BOS pada SD/SMP Negen, maka sisa Dana BOS dicatat sebagai bagian dan
sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA). Sisa Dana BOS tersebut tidak disetor ke
RKUD Kota Pekalongan dan digunakan oleh SD/SMP Negeri vang
bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berikutnya.

Pasal 22

Tata cara pencatatan dan pengesahan serta Penyampaian Laporan Realisasi
Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagai berikut ;

a. Bendahara Dana BOS pada SD/SMP Negen mencatat penerimaan dan
belanja Dana BOS pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu
sckurang-kurangnya : Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu
Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Rincian Obyvek
Belanja,

b. Bendahara Dana BOS pada SD/SMP Negeri menyampaikan realisasi
penerimaan dan belanja setiap bulan kepada Kepala SD/SMP Negeri,
dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah, paling
lama pada tanggal 5 bulan berikutnya, untuk pengesahan oleh Kepala
SD/SMP Negeri;

¢. Berdasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas Pembantu
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Dana BOS menyusun
Laporan Realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS masing-masing
Satuan Pendidikan Negeri setiap semester,

d. Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan
dan Realisasi Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada huruf c
kepada Kepala SD/SMP Negeri, untuk selanjutnya disampaikan kepada
Kepala Dinas Pendidikan melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK-SKPD) untuk dilakukan rekonsilinsi pada setiap semester



paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah semester vang
bersangkutan berakhir;

e. Penyampaian Laporan Realisasi Penerimaan dan Realisasi Belanja
Dana BOS sebagaimana dimaksud pada huruf d dilampiri :

1) Rekening Koran Dana BOS SD/SMP Negeri dari Bank;

2] Surat Permyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) Dana BOS oleh
Kepala SD/SMP Negeni;

3) Surat Permyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM] Dana BOS oleh
Kepala SD/SMP Negeri; dan

4) Rekapitulasi Pembelian Barang/Aset dari Dana BOS;

f. PPKD selaku BUD melakukan pencatatan atas realisasi pendapatan
berdasarkan SPTMH sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ angka 2|,
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

g Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS dan Kepala SD/SMP
Negen sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas Pendidikan
menvampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) kepada
FPRD selaku BUD yang dilampin rekapitulasi rincian penerimaan dan
belanja per SD/SMP Negeri;

h. Berdasarkan SP2B SD/SMP Negeni scbagaimana dimaksud pada huruf
g. PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB)
SD/SMP Negeni;

i. Berdasarkan dokumen SPB sebagaimana dimaksud pada huruf h, PPK-
Dinas Pendidikan melakukan pencatatan atas belanja Dana BOS
SD/SMP Negen, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS

Pasal 23

Kepala SD/SMP Negeri bertanggung jawab secara formal dan material atas
penerimaan dan belanja Dana BOS yvang diterima langsung oleh SD/SMP

Negeri.

Pasal 24

Berdasarkan SPB SD/SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada BAB lll Pasal
22 huruf h, Kepala Dinas Pendidikan menyusun Laporan Realisasi Belanja
vang bersumber dan Dana BOS serta menyajikan dalam Laporan Keuangan
Dinas Pendidikan vang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.



BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 25

Untuk mempermudah pengelolaan Dana BOS SD/SMP Negeri yang
diselenggarakan oleh Kota Pekalongan, agar mempedomani contoh format
penganggaran, contoh format pelaksanaan dan penatausahaan serta contoh
format pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

BAB V1
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biayva vang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan
sumber lain vang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

BAB IX
KRETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agnr setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Oktober 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
Tud

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH -
KOTA PERKALONGAN, ik
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BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 59




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNIUK TEKNIS PENCGANGGARAN,
FELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN
OPFERASIONAL SERKOLAH BATUAN
PENDIDIKAN DASAR NEGERI PADA
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAN KOTA PERKALONGAN,

A. CONTOH FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGOARAN SEKOLAH

Nama Sekolah TR ) FP e L T L L el L S T T P [TT Ty
Kecamatan - A e A T O L e P oe e e T N
Kota : Pekalongan
Provinsi : Jawa Tengah
Sumber Dana : Dana BOS
PROGRAM RINCIAN PERHITUNGAN TRIWULAN
wo | KODE | orniaTAN | URAIAN JUMLAH
REKENING BHPF VOLUME BATUAN m R I n m v

1 2 3 4 s & 7 . o101 12
Hm% Hmﬂt‘ﬂui| FREFFRE R R R R R AR R FRRRRRRARR R
Komite Sekolah Kepala Satdikdes Negeri .......... Bendahara Dana BOS,

B i I i

Tata Cara Pengisian Format RKAS:

~Kolom 1 Diissi dengan nomor Urut;

2.  Kolom 2,Diisi dengan Kode Rekening antara lain kode rekening balanja  pegawai

dan/atau belanja barang dan jasa serta belanja modal;

Kolom 3,diisi kode program kegiatan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

Kolom 4,diisi urnian berupa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta

belanja modal;

5. Kolom 5,diisi dengan volume (jumlah dapat berupa jumlah orang/pegawal dan
barang satuan);

6. Kolom 6,diisi dengan satuan (Unit,Waktu/jam/harifbulan/tahun, Ukuran berat,
ukuran luas,ukuran isi dan sebagainya);

7. Kolom 7,diisi dengan harga satuan yang mengacu kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan berupa tarif harga dan scbagainya;

8. Kolom B,diisi jumlah rencana belanja (volume kali harga satuan);dan

9. Kolom 9,10,11,dan 12 diisi jumlah rencana pengeluaran pada tiap triwulan.

A
L ]

o



B. CONTOH FORMAT RKA DINAS PENDIDIKAN

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
[RKA-SKPD)

Urusan Pemerintah A W L
ﬂmmli : L L R L L L L N T T T
Pengguna Anggaran

bh. NIP :
= L L e R e e R R R e e R P T T T T T T e e ey

W
C. I.I-‘h:“.ﬂn W OEREEdEERERGEEAREARF PR AR dddddddiddsdaRaRaEa BEFAREI G ISR s EEEEE

Kode Nama Formulir

Rincian Anggaran Belanja menurut Program
REA-SKPD 2.2.1 dan Per Kegiatan Satuan Kerjo Perangkat
Daerah

Formulir RKA-SKPD 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGOARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA-SKPD

Kabupaten/Kola ........ccccovennee. 2.2.1

Urusan Pemerintahl & .ooovvvoveecrssssssssssmssssssssssrassssssss

r—r -

.
Organisasi PP

.

mhu'l Hughlﬂ-n : LR L L L LTI R LI R R e LI T P TRETR T

Jum T.h“-n - 1 b T Lt L e E L I Er LT o ————

.
.

JUMIAH TRBURN BF L iiiisisssariirssrasssmsssssssmssntsins

B Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Target Kinerja
Kinerja




Capaian Program

Masukan
Keluaran
Hasil
Hincian Helan)a
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangiat Daerah
Kode Rincian Perhitungan w
Rebisniw Volume | Satuan | Jo | oo
Satuan )
= 1 2 3 F 5 [
5 Helanja
BE
3K, T
5.2 %3 Belanja Prgawai BOS
5/2[ 1/ XX | XX [ Be BOS
SDN 1 Dat.
SAPN | Dt
5122 Ielana [arang dan Jass
gl 2] 3] xx WMMJ“
sl2l2] xo¢ | xx w_kﬂdu.l—
SDN 1 Dt
BMPN 1 D,
S =
Delanja dan
5 3! xx peralatan
Helanpa Modal dan
s|2]a] xx | xx E_E_ﬂ peralatan
SDN 1 D,
SAMPN | Dt
Belanja Modal aset Tetap
523 XX
Lairya
SOM 1 [Dat,
1 [st.
sl2l3 xx CGerdung dan
Muaoxdal dan
slala] xoo | xx Htiuﬁ-mmﬂ-dun]
SDN 1
SMPN | D i
Jumlah 7
= = [
Kepala Dinas Pendidikan
ftanda tangan)
[nama lenglap]
I sty
| Keter i
_&-&-ﬁ-ﬁ“
Catatan Hasil
| Prmbahasan 1
1.
3
Dt
%ﬁmm
Na Nama NIP Jabatar B e
1
st




Tata Cara Pengisian Formulir RKA-SKPD 2.2.1 :

L

10,

11.

12

13
14.

16.

17.
18.
19.

21.

22.

Formulir RKA-SKFPD 2.2.1 Digunakan untuk merencanakan belanja Langsung dari
sctiap kegiatan yang diprogmmkan. Dengan demikianapabila dalam 1({satu)
Progrmam terdapat l({satu) Program terdapat 1{satu) atau lebih kegiatan, maka
sctiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA-SKPD 2.2, 1 masing-masing;
Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi
kerja. pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencamtumkan
satuan ukuran yvang tidak terukur,
Kabupaten/kota diisi dengan nama kabupaten/kota;
Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
Urusan pemerintah diisi dengan nomor kode urusan pemerintah dan nama
urusan pemenntah daerah yang dilaksanakan sesual dengan tugas pokok
dan lungsi SKPD;
Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKIPD;
Baris kolom progmam diisi dengan nomor kode program ...............c.... (nama
program scsuai dengan APBD yang ditetapkan)
Baris kolom kegintan diisi dengan nomor kode keglatan dan nama kegiatan
vang akan dilaksanakan;
Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap
kegiatan vang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa
nama desa/keluamn kecamatan;
Baris kolom jumlah Tahun n-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan
berkenaan untuk 1(satu) tahun sebelumnya;
Baris kolom jumlah tahun n diisi dengan jumlah perkiman belanja kegiatan
berkenaan pada tahun vang direncanakan;
Baris kolom jumlah tahun n+1 diisi dengan jumlah perkiman belanja kegiatan
berkenan untuk tahun berikutnyn;
Indikator dan tolak ukur serta target kinerja program dan kegiatan;
Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap kamakteristik
kelompok sasamn;
Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akunkelompok jenis,
objek,rincian objek belanja Langsung (belanja pegawai serta belanja barang
dan jasa dibuka objek dan rincian obyek baru yvaitu pegawal BOS serta
barang dan jasa BOS, sedangkan belanja model dirinci objek sesual dengan kode
rekening berkenan dan membuka rincian objek modal BOS sesuari dengan
kode rekening berkenaan)
Kolom 2 (ummian) diisi dengan uraian nama akunkelompok jenis,objek dan
rincian objek belanja Langsung (belanja pegawai serta belanja barmng dan jasa
BOS. Sedangkan balanja modal dirinci objek modal BOS sesual dengan kode
rekening berkenaan);
Kolom J{Volume) tidak diisi;
Kolom 4(Satuan) tidak diisi;
Kolom S{harga satuan) tidak diisi;
Kolom 6(jumlah) diisi dengan merekapitulasi jumlah ummiuan rincian objek per
satuan pendidikan., Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja
kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dard seluruh
jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja Langsung vang dituangkan
dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.1;
Baris pada jumlah kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja
Langsung yvang tercantum dalam kolom 7;
Formulir RKA-SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan;
Apabila Formulir RKA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman. Maka pada
halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari satu rnincian belanja

langsung



24,
a5,

27,

28.

-

program perkegiatan satuan kerja perangkat dareah dan setiap halaman diberi
nomor urut halaman;

Tanggal,bulan,tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA-SKPD 2.2.;

Formulir REKA-SKPD 22,1 ditandatangani oleh kepaln SKPD  dengan
dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP vang bersangkutan;

Ketrrangan diisi dengan tanggal pembahasan Formulir RKA-SKPD 2.2.1 oleh
TAPD. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPD untuk
mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil
pembahasan;

Scluruh anggota TAPD menandatangani Formulir RKEA-SKPD 2.2.1 vang telah
dibahas vang dilengkapi dengan nama,NIP dan jabatan;

Apabila Formulir RKA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan
dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama lengkap Kepala SKPD,
serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP,
Jabatan dan tanda tangan TAPD ditempatkan pada halaman terakhir;
Selanjutnya setiap lembar RKA-SKPD 2.2.1 yang telah dibahas diparaf oleh
sctiap anggota TAPLD,

Formulir RKA-SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir
REKASKPD dan RKA-SKPD 2.2,



C. CONTOH FORMAT DPA-SKPD DINAS PENDIDIKAN

DORKUMEN PELAKSANAAN ANGOARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
[(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN .......cc..

.
H“ﬂumﬂmﬂ“ L L e e T Y
O si :

I T T T T T P E e ey sp————
UrusanPemerintah -

T T T T e —
a. Nama
b.NIP

EEAE SR RS SR ESE R AR R B R R R R B E R EEeE

LR R L e g n el e R R L R o T TR e eprae e

4% EF AR

i et e Al et ik b ] PAENAE

Kode Nama Formulir

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja
DPA-SKPD 2.2.1 Langsung Program dan Per Keglatan Satuan Kerja
Perangkat Dacrah

FORMULIR DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA-SKPD) PORMULIR

SATUAN KERJA PERANGEAT DAERAN | xax (x| xx | 5] 2 22.1

hin.mlrr__hm. :ﬂiihlh_nﬂinlﬂhl

Indikator dan Tolok Ukur Kinera [lelanja Langsung

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Hunnan [okumen Prlaksanaan Anggaran
Prodapatan Satuan Kerja Perangkat Dacrah
Kode Rekening Uraden Rincian Perhitungan Jumlah

Volum | Satus Harga
'3 n Satuan

1 F ] a 4 5 G=3x5

Helana

o alen oo
M.
i

xx | Belanja Dana BOS

Srknlah [Dasar 1 st

Sekolah Menengah Pertama | dst.

w“ﬂ'ﬂﬂﬂhhﬂ

oo

L
Phi g
lu

Belanya Narang dan Jass Dana




5 hos
T+2' 2| xx | xx | Belanja Barang dan Jasa Dana
BO3
| ﬁl‘hllh[h-rﬂrrﬂldl-.
1 Sekolah Menengah Pertama 1 da.
5/2]1 Helanja Modal .
5/2]3 = Belanja Modal dana BOS
5121 3 xx | x| bielanja Modal dana DOS
i | Sckolah Dasar Negen | dws.
]l_ | Sekolah Menengah Prrtama 1 dst.
|
Jumlah
| Rencana Pendapatan perTriwulan
Triwulan | - - . T
Triwulan 11 R b b
Triwulan [l B PPTRRTRTITOITTTON. [ ° . T, | I—
Triwulan IV Rp. Mengesahkan,
Jumlah Kp Prjabat Pengeiola Keuangan Daerah
franda tangen)
Inama lengkap
_NIP.

Tata Carn Pengisinn Formulir DPA-SKPD 2.2.1 :

li-

Bow o

Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode Urusan Pemerintahan, nomor kode
Organisasi, nomor kode program diisi denga kode program dan nomor kode
kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan, nomor kode anggaran belanja diisi
dengan kode 5 serta nomor kode kelompok belanja langsungdiisidengankode 2;
Provinsi/ kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kota;

Tahun anggarmn diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan daerah dan
nama urusan pemerintahan dacmh yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi SKPD;

Organisasi diisi dengan nomor kode SKPD dan nama SKPD;

Baris kolom program diisi dengan kode progmm dan nama program dari keglatan
vang berkenaan. Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan masyarakat vang dikoordinasikan
olech satuan kerja perangkat dacmh untuk mencapai sasamn dan tujuan kegiatan
yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran;

Haris kolom kegiatan diisi dengan kode kegiatan dan nama kegintan yang akan
dilaksanakan;

Baris kolom waktu pelaksanaan diisi dengan tanggal bulan dan tahun kegiatan
ving akan dilaksanakiing

Baris kolom lokasi keglatan diisl dengan nama lokasi atau tempat dari setiap
kegiatan vang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa
nama desa/kelurnhan atau kecamnatan;

. Baris kolom sumber dana diisi dengan jenis sumber Dana BOS vang telah

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Indikator dan tolok ukur serta target kinerja program dan kegiatan;

Kolom 1 {kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening kelompok, jenis, obyek,
rincian obyek belanja langsung;

. Kolom 2 (uraian) diisi dengan urnian nama kelompok, jenis, obyek dan rincian

obyvek belanja langsung:

. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/pegawal dan

barmng. Kolom 3 (ket. jumlah/volume) diisi dengan keterangan jumlah/volume
seperti orang per hari .org/hr), orang per bulan .org/bin), orang per tahun .org/th),
buah per hari (bh/hrj, unit per tahun [unit/th) dan sebagainya;



15.

16,
17.

]a'

19.

20.
21.

Rolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obvek vang
direncananakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran
luas, ukuran isi dan sebagainya;

kolom 5 {harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga;

Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antarn jumlah volume dan harga
satuan. Setiap jumlah uraian rinclan obvek dijumlahkan menjadi jumlah rincian
obwek belanja. Setiap jumiah rincian obyvek pada masing-masing obvek belanja
sclanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. Setinp obyek belanja
pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis
belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok
belanja langsung yang dituangkan dalam formulir DPA-SKPD 2.2.1:

Rencana penarikan dana belanja langsung setiap triwulan selama tahun anggaran
yang direncanakan, tidak perlu diisi, mengingat Dana BOS diterima setiap bulan
dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri;

Formulir DPA-SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir
DPASKPD dan formulir DPA-SKPD 2.2;

Formulir DPA-SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan;

Apabila Formulir DPA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi
nomor urut halaman;

Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-SKPD 2.2.1;

- Formulir DPA-SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai yvang
bersangkutan



D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENGANGRATAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEROLAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI PADA ANGOARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA......coovnsrnimenrens

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR............ TAHUN.....cocunene

TENTANG

PENLINJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI
WALIKOTA PERKALONGAN

Menimbang : n. Bahwa dalam mangka kelancaran pelaksanaan pelayanan
pendidikan  vang didanai melalui Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar
Negeri, perlu menetapkan Bendahara Dana BOS untuk
Satuan Pendidikan Negeri ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekalongan
tentang Penunjukan Bendahara Dana BOS pada Satuan
Pendidikan Dasar Negerl Tahun Anggarnm. ...

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kruangan
Negamm  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun
2003
Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
4286),

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaman
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negarn  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia
Nomor 44040),

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daemmh  (Lembarmn  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolann Keuangan Daerah (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaman
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



7. Pematuran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 486.3);

8. Peraturan Pemerintnh Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendudikan (Lembaran Negama  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik  Indonesin  Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) scbagaimana telah diubah dengan Peratumn
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5157);

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Pernturan Daerah Nomor ....Tahun tentang Anggamn
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran .-

12. Peraturan  Kepala Daerah NomoR.......Tahun......tentang
Penjabaran Anggaman Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran..... .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu :  Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Sckolah [(BOS)
pada Satuan Pendidikan Dasar Negerli Tahun ANEBaran.........c.e,
schagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

Kedua :  Bendahara Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar Negeri Tahun
Anggaran ...... . scbagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan
fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan Dana BOS sesuai peraturan perundang-
undangan.

Ketiga :  Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...........

WALIKOTA PERALONGAN

mEtErimrdEEd e R R E TR I RN R R R R TR R

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan ...
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ...



LAMPIRAN KEFUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR  :.meiiiinsns TRHUN ..cocivnee
TH‘HM : R e L s L LR R L R L R I R R R I ]

DAFTAR NAMA-NAMA HENDAHARA
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI YANG DISELENGGARAKAN
KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGOARAN .....oooonmmmimrsnsannans

[ NAMA SATDIKDAS
iy {8 NAMA NIP NEGERI KETERANGAN

o ok

WALIKOTA PERKALONGAN




E. CONTOH FORMAT BUKU KAS UMUM

Bulan
Nama SeRolahin = 1 iiiimierererrrererrsrsesssssssesees eessersrses
KECAMALAN 1 e rrrrerrerer s s e e s e e e e esees e s s seees
Kota :  PEKALONGAN
Provinsi . JAWA TENGAH
TANGGAL |  KODE NO., |
_m:: REXENING | puxmy | URMAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO
1 F ] 3 3 5 [ 7 (]
I
Saldo BKU Bulan ............ SebeBAr ....ororenansssans
Terdiri dari - e N——
Saldo Tunai A P e
Saldo Bank Fr et Ry SRS o et
MengetaNUL, 000 iisrssssssssisesasrssaisssaenis
Kepala Satdikdas Negeri ................. Bendahara Dana
BOS,

FPEESSFEFAIVNA NI RA SR RARARAS LR T Y
|| o R—

--------------------------------------------

Tata Cara Pengisian Format Buku Kas Umum :

P
*®

o

© N

Kolom 1, diisi dengan nomor urut;

Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi dana BOS;

Kolom 3, diisi dengan kode rekening pendapatan atau belanja Dana BOS bila
transaksi merupakan realisasi pendapatan atau belanja bila bukan cukup
dikosongkan;

kolom 4, disi dengan Nomor Bukti Dokumen/Sural Pertanggungjawaban Yang
Sah (Bukti SPJ);

Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana BOS;

Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah BOS yang diterima bendahara BOS;

Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah BOS vang dikeluarkan BOS;

Kolom 7, diisi dengan jumlah saldo dan saldo sebelumnya ditambah

penerimaan atau pengeluamn pada saat transaksi.




CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU KAS

Nama Sekolahan O P St S L Ly B0t P P —]

Kecamatan B | A S Al

Kota :  PEKALONGAN

Provinsi : JAWA TENGAH
TANGGAL RODE NO. |

NO BUKU BUKTI URAIAN | PENERIMAAN | PFENGELUARAN SALDDD
|1 2 3 ] 5 & 7 [
Mengetahui, =0

Kepala Sekolah .........c.c.... Bendahara Dana BOS,

IR s e e IR, e

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Kas:

11-
2. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi dana BOS;

3

4. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban

@

ol

Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
Kolom 3, diisi dengan kode BKU;

Yang Sah (Bukti SPJ);

Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana BOS;

Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah Dana BOS yang diterima bendahara
Dana BOS,;

Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah Dana Bos vang dikeluarkan Dana Bos;
Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah
penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.



G. CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU BANK

.

.
Nama SekolaRAN  § cciiioimissssiimmissmsrssrisssssssssissnsssserensses
Desa/Kecamatan

L] LA R R R RN R R R N R R R R R} L O o S S T O S R O T o S
Kabupaten /Kota :

* LA R R R R R R R R R R R P Y EE LR R R R
Provinsi -

L L L N N sy, dEssEE-- "

o | TANGGAL KODE NO. | URAIA | PENERIMAA | PENGELU
BUKU | BUKTI N N ARAN
T

1 2 3 4 5 6

HE“thuL L LR LR L R E R R R R W ErEAEEER RS RS

H:Nh &hhhl BERAREAEFAEEREEEE thd-ll-hlm DHI'IH .

FEEAARATTTTTAAAA A FAFAFAFEFEFFF G S FRASFFFFAIFI I ARIRd 090 0 SASdEssdEEEEE EEEEES L R Ty

H] P- L L L S L L LA L LT P I I P T T T LT ] H[l B AR EEEAsAEANAN AN EEEEE RN EEEEEEE e

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Bank:

1 Kolom 1, diisi dengan nomor urut;

2 Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi Dana BOS;

3 Kolom 3, diisi dengan kode BKU;

4 Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban Yang
Sah [Bukti SPJ);

5 Kolom 5, diisi dengan urnian transaksi Dana BOS;

6 Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah Dana BOS yang diterima bendahara Dana
BOS.

7 Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah dana BOS yang dikeluarkan Dana Bos.

8 Kolom B, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnyn ditambah penerimann
atau pengeluaran pada saat transaksi




H.

CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan

Nama Sekolahan  ©  .oiiiiiiessrsrrrsnssssreressssssrsressssssssseresnnns

Desa/KeCAMALAN  © Liiiiriiirirrrasrrrssssssrrssssresssrssssesssessas

Kabupaten/Kota

Provinsi

No | TANGOAL :ﬁg’j sy | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN |  SALDO

1 2 3 i 5 & ] A
|
|

Mengetahui,
Kepala Satdikdas Negeri ....ooveeiiiinnnn Bendahar Dana BOS,

LR R R L L LS S R L R R R LR R s R R R R R R F R E RN T L T Ty
IR srusnsnasmtrbmmes iy b

R e N e
HI P- WESLEFFFERF SRR AR dd ol dd

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Pajak;
1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;

® NN e W

Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi Dana BOS;
Kolom 3, diisi dengan kode BKU;
Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan atau Penyetoran Pajak;
Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana BOS;

Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak; penyetoran pajak;
Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak

Kolom 7, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah
penerimann

atau pengeluaran pada saat transaksi




CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU RINCIAN ORJEK BELANJA

Nama Sekolahan
Desa/Kecamatan
Kabupaten/Kota

Provinsi

----------------------------------

----------------------------------

---------------------------------

---------------------------

---------------------------

rrrrrrrr

TANGOGAL

KODE BUKU

1

2

----------------------------------------------------

Bendahara Dana BOS,

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Rincian Objek Belanja:

1
2
3
4.
5
b

. Kolom 1, diisi dengan tanggal transaksi;
. Kolom 2, diisi dengan Kode BKU;
. Rolom 3, diisi dengan uraian Transaksi;

Kolom 4, diisi dengan realisasi belanja berdasarkan nilai transaksi;

. Kolom 5, diisi dengan jumlah sebelumnya ditambah realisasi transaksi;
. Kolom 6, diisi dengan anggaran dikurangi jumlah;




J. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEROLAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI YANG DISELENGGARAKAN

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk

BEMEBLET ovvirvnsnrrnssrnns sebagai berikut :
SR Jumlah o
Jumlah s/d Realisasi Realisasi Selisih/
No. Uraian ANEEATR | o mester | SCTCMET #/d | (kurang)
n ke ini Sermesteri (Rp)
(Rp|
Penenmaan == | coccescees
1
Jumiah
Pengaluaran :
a.Belanja Pegawal :| ......... oy
b.Helanja Barang PSR,
Jasa ’
c.Belanja Modal | ... .
*)
1) Belanja B
Huhl pppppp .l-i EX T
Peralatan
2) Belanja -
Modal Aset | = 1
Tetap
3) Belanja
Modal | .. g
Gedung dan b |
Hangunan
Jumlah

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran
penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan
telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan
Yang

berlaku dan bertanggung jawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.




Reterangan:

Tata Cara Pengisian Format Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional
Sekolah

Satuan Pendidikan Negen Yang Diselenggarnkan Kabupaten/Kota

*) diisi berdasarkan alokasi Dana BOS sesuai dengan SK Gubernur tentang
Daftar Penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdikdas Negeri.

**) diisi berdasarkan alokasi belanja yvang tercantum dalam RKAS,



K. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNO JAWAR
SURAT PETNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOT | oovesrerensrerssnsssssssssernnsl 1]
1. Nama Satuan Pendidikan = .......cesssisssnssssssssssanans (2)
2. 0000 OrEaniBREE ™= = = ssmssesssissssreresiisasinsssnatans (3)
J. Nomor/tanggal DPA-SKPD ..o )
4. Kegintan DANA BO8 Liiiiiinccoismminimimmmmmsssssssssssssssrsnnrrenns (5)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab
secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan
pengeluaran Dana BOS serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak vang
telah dipungut atas penggunaan Dana BOS pada semester ...... (6) tahun
ANERATAN ......... (7) dengan rincian sebagai berikut :
A  Penenmaan Dana BOS (8)
Triwulan |
Triwulan []
Jumlah Semester | (A1+A2)
Triwulan [l
Triwulan IV
Jumlah Semester [l (A3+A4)
Jumlah Penerimaan
B. Pengeluaran Dana BOS

1. Jenis Belanja Pegawai BRDons punrsnsannusnninanpsionuns

2. Jenis Belanja Barang dan Jasa Rp......coocvviiimnin.

3. Jenis Belanja Modal RPiserererisrsernsnsrersnssseses
C. Sisa Dana BOS (A - B) R

Terdiri Atas:

1.Sisa Kns Tunai R R A A
2.Sisa di Bank [ TR R e s R

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada hurufl B disimpan pada Satdikdas Negenri
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan
perundangundangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar vang
mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab sepenuhnya atas
kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Demikian surat permyataan ini dibuat dengan
sebenarnya.

Kepala Satdikdas NEgeri ..............co..... (10)

111111111111111111111111111111111111111111

b B

Keterangan:

Tata Cara Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

{1) Diisi dengan nomor SPTJ Satdikdas Negen;

{2) Diisi nama Satdikdas Negeni;

{3} Diisi kode Satdikdas Negeri;

(4) Diisi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan;
(5) Diisi kode kegiatan Dana BOS;

(6) Diisi dengan semester berkenaan;

(7} Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;

(8) Diisi penerimaan dana BOS per triwulan atau semester;
(9) Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ;

(10) Diisi Nama dan NIP Kepala Satdikdas Negeri.



L CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH
LANGSUNG TANPA MELALUI RKUD

FORMAT SURAT PERYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH (SPTMH)
LANGSUNG TANPA MELALUI RKUD
NOMOR . (1) TANGGAL .....(2)

Menyatakan bahwa saya atas nama :

Nama Sekolah 8 DEXXD sssivsiseimivivnsoinia (3)
Desa fKecamatan i 4,0 | SRR " (4)
Kabupaten 2 POXXXX]) oovcererseessannn (5)
Provinsi : ................................ (6)
NPSN A7)

Bertanggungjawab penuh atas segala pcncnmn hﬂ:ﬂh b-f:mpu unng yang
diterima langsung pada semester. .....(8) :
Tanpa melalui RKUD dengan rincian sebagai berikut :

S ] . Fl!n.'ln:-
Fagu mil Sima
Rekering wd.
) T‘l’ Semestes bnd . nd |
Pendspatan
— —r1. —1 [ | 1) O . 114}
L | i _ | |
Bukti-bukti terkait hal tersebut diatas sesuai ketentuan vang berlaku pada
Satuan Pendidikan........ (15) untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
........................... (16)
Kepala Satdikdas Negeri.........cooocciniiniininnns (17)
............................ (18]
WP i, .(19)

Keterangan

Tata cara pengisian Surat Peryataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa
Melalui RKUD

1. Diisi nomor Surat Pernvataan;
2. Diisi tanggal Surat Peryataan;
3. Diisi Nama Sekolah;

4. Dusi Desa/Kecamatan;

5. Diisi Kabupaten;

6. Diisi Provinsi;

7. Diisi NPSN;

8. Diisi Semester;

9. Diisi Kode Rekening Pendapatan;

10. Diisi Pagu Sesuai SK Gubernur;

11. Diisi Realisasi Hibah s.d Semester lalu;
12. Diisi Realisasi Semester ini;

13. Diisi Realisasi 8.d Semester ini;

14. Diisi Sisa Pagu;

15. Diisi Nama Satuan Pendidikan;

16. Diisi Tanggal, Bulan dan Tahun;

17. Diisi Nama Sekolah;

18. Diisi Nama Kepala Sekolah;

19. Diisi NIP.




M. CONTOH FORMAT REKAPITULASI PEMBELIAN HARANG/ASET DARI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR
NEGERI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA

Name SEKDIRR @ 0 1 siiessssssrirrstsies sy ber et rarn
Desa/KeCAMBLRAII 3§ ccrreisirsssssssssreirassosssssssssssnssass
Kabupaten/Rota = 1 s rrsn e rnanns
Provinsi -
| NAMA JUMLAH HARGA
NO. | pARANG/ASET UNIT | SATUAN (Rp) JUMLAH (Rp) ]
1 2 3 4 5
Mengetahul, s
Kepala Satdikdas Negeri .....oooeiinen Bendahara Dana BOS,
i e e IR s e s e

Tata Cara Pengisian Format Pembelian Barang/Aset:

ot ol ol o

Kolom 1, diisi dengan nomor urut;

Kolom 2, diisi dengan nama barang/asct;
kolom J, diisi dengan jumlah unit;
Kolom 4, diisi dengan harga satuan;
Kolom 5, diisi dengan jumlah.




N. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B
HANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN .
DASAR NEGERI PADH ANGGARAN PENDAPATAN DAH BELANJA

DAERAH TA.... .. KABUPATEN/KOTA....
SKPD DINAS PENDIDIKAN {01) B
H.I‘H'.HT PERHIHTAAH PF.HGEL‘!MMH BELANJA [SF21Y)
Tanggal:...... [Dﬂj_ﬂ-mnur . [03)
| Ke ala SKPD Dinas Pendidikan . .04 memohon kePuda; =]
Hmdlhnrn Umum [aerah -!.Illl-'l l"r"!m =}
_grmnhhnﬂnm:mhuhm Penerimaan dan belanJa BOS seJumlah
1'- S“H'u H“-I “-PI--I L LR R R R R A IDEI
2. Penerimaan - SRR e [06)
a) Belanja Pegawai - IR O TR
b) Belanja Barang dan Jasa 17
€) Belanja Modal T T —
4. Saldo Akhir T T
Untuk Semester...... ..........[0%] Tahun An aran FRITOTETO AR | [
_Dasar Pen esahan:  Urusan Oganisasl  ..ooooooeeeciinee
[11) b eeeresvrererssmmsssasmsstann
Program, kegiatan
KX, u_.[.::. - (13]
BELANJA
PENERIMAAN Kode Rekening Jumlah
e 14) UTFSRIPROBLIOROTL | | (USSR Porrrrpuamsegpe. (17
Jumlah Penerimaan Hp Jumlah Belanja D siccssisssmissssissisanid 1R
— 1
(19 seiy  tANEEA] seperti diatas
kepala SKPD Dinas Pendidikan :....[20)
A S

Tata Cara Pengisian Format SP3B:

Diisi uraian nama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
Diisi tanggal SP2R Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota;
Diisi nomor SP2B Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
Diisi nama Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota;
Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bulan
scbelumnya. Khusus untuk saldo bulan Januar Tahun Anggaran................. :
Diisi jumlah nihil dalam rangka pengajuan SP2B Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas Dinas Pendidikan
Kabupaten /Kota;
Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan - belanja);
Diisi periode semester berkenaan;

. Diisi Tahun Anggaran berkenaan;

. Diisi dasar penerbitan SP2B Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota, antara
lain: Nomor Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD, dan Nomor
serta tanggal DPA SKPD Dinas Pendidikan ;

S9® N O wawNT

—
=



12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20,
21.

Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;

Diisi kode program dan kegiatan Dinas Pendidikan;
diisi Kode kegiatan [dua digit)
diisi kode program (dua digit)

Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening penerimaan;
Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh penerimaan;

Diisi kode rekening belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,
Serta
Belanja Modal);

Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;

Dusi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;

Diisi lokasi instansi penerbit SP2B Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan
ﬁﬁﬁ:m SP28B Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota;

Diisi nama Kepala Dinas Pendidikan;

Diisi NIP Kepala Dinas Pendidikan.



0. CONTOH FORMAT SURAT PENGESAHAN BELANJA (SPB)
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN
PENDIDIKAN DASAR NEGERI YANG DISELENGGARAKAN
KABUPATEN/KOTA
NEGERI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHLJN ANGGARAN..........

' | SURAT PENGESAHAN
LOGO BELANJA |SPH) Dinas Pendidikan
DAERAH Nama BUD
Tanggal
Nomor SP28 Dinas Pendidikan (05} i
T "
............. (02} Tahun Anggarmn
Kode dan Nama Dinas 107)
Pendidikan.... (03)
| Telah disahkan belanja sejumlah :
Belanja 3
i8)
a) Belanja Pegawai R 9
b) Belanja Barnng dan Jasa RP.........cocoonns
(10]
C) Belanja Modal TN
(11
d) Saldo Akhir RP...........
s LE] |}
------ (13).0iunes tariggal
1141,
REREXERPPANNLIE, | .
) T PTRECTRITINES | | - vl R Eee

Tata Cara Pengisian Format SPB:

Diisi dengan nomor SP2B Dinas Pendidikan;

Diisi dengan tanggal SP2B;

Diisi dengan Kode dan Nama Dinas Pendidikan yang bersangkutan;

Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;

Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Dinas Pendidikan;
Diisi dengan nomor penerbitan SPB Dinas Pendidikan;

Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SPB Dinas Pendidikan;

Diisi dengan jumlah saldo awal vang tercantum dalam SPB Dinas
Pendidikan;

Diisi dengan jumlah belanja pegawai yang tercantum dalam 5P2B Dinas
Pendidikan;

PN B WM M

o



10.

1.
12
13.
14
15.
16.

Pendidikan,

Diisi dengan nama BUD'Kuasa BUD,

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PEKALONGAN,

| RUMININGSIH

|

Drise NIP BUD'Kuasa BUD vang bersanghkutan

Diisi dengan jumlah belamja barang dan jasa yang tercantum dalam SP2B Dinas

Duisi dengan jumlah belanja modal yang tercantum dalam SP2B Dinas Pendidikan,
[Duisi dengan saldo akhir yang tercantum dalam SP2B Dinas Pendidikan;
[nisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2B Dinas Pendidikan,
Dhist dengan nama Jabatan (BUD Kuasa BUD),

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Tud

M. SAELANY MACHFUDZ
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PENANGGUNG JAWAD
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